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ABSTRAK
Perlindungan Hukum Trader atas Trading Online ditinjau Dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Rama Aditya Putra, ramaadtyp1898@gmail.com, Kp. Trebungan Selatan Rt 004 Rw 002, Kec. Mangaran, Kab. Situbondo. Transaksi perdagangan selalu melibatkan penjual dan pembeli, demikian juga dalam pasar forex margin trading. Bedanya, pembeli dan penjual tidak perlu melakukan pertemuan fisik secara langsung dan tidak perlu terjadi serah terima secara fisik. Semua dilakukan dalam bentuk perjanjian yang dipertemukan pada suatu bursa dan diperantarai oleh lembaga arbitrase yang biasa disebut sebagai Pialang atau Broker. Tipe Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Perlindungan hukum trader atas trading  online di Indonesia bahwa dapat diatur pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi perlindungan hukum bagi trader yang mengalami kerugian dalam trading online diatur dalam Pasal 45 s/d Pasal 48 mengenai dana kompensasi. 
Kata Kunci: Trader, Trading Online
ABSTRACT
Trader's Legal Protection for Online Trading in terms of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, Rama Aditya Putra, ramaadtyp1898@gmail.com, South Trebungan Village Rt 004 Rw 002, Mangaran District, Situbondo Regency. Trading transactions always involve buyers and sellers, as well as in the forex margin trading market. The difference is that buyers and sellers have never had a physical meeting in person and there has never been a physical handover. All of this is done in the form of an agreement that is brought together on an exchange  and is mediated by an arbitration institution commonly referred to as a Broker. The type of research used is library research. Library research. Based on the description of the background and discussion of this research, it can be concluded that the legal protection of traders for online trading in Indonesia can be regulated in the following provisions Undang-Undang Republik Indonesia Number 10 of 2011 concerning amendments to Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading Legal protection for traders who experience losses in online trading is regulated in Article 45 to Article 48 regarding compensation funds.
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PENDAHULUAN
Untuk memulai transaksi trading online seorang trader akan diberikan sebuah client code dan password untuk melakukan transaksi baik itu untuk membeli maupun menjual. Nantinya akan diproses secara otomatis dan akan diteruskan kepada server perusahaan sekuritas tempat dimana mereka mebuat akun tanpa melalui broker. Sistem trading online ini menganut two way opportunities di mana transaksi yang dilakukan dengan dua arah untuk mendapatkan keuntungan, sehingga ketika harga naik ditutup dengan harga jual dan ketika harga turun ditutup dengan harga beli.
 
Suatu sistem perdagangan biasanya melibatkan antara seorang penjual dan pembeli, begitu pula dengan pasar forex margin trading. Yang berbeda, seorang pembeli dan penjual tidak perlu melakukan pertemuan secara langsung dan tidak perlu terjadi serah terima secara langsung. Semua itu dilakukan dengan dipertemukan pada suatu bursa (pasar pada perdagangan di Pasar Modal) dan diperantarai oleh lembaga arbitrase yang disebut sebagai Pialang atau Broker. Perbedaan bursa dengan pasar konvensional adalah pada bursa tidak terjadi suatu transaksi jual beli secara retail perorangan tapi biasanya di akumulasikan dan kemudian di eksekusi. Bursa adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dipartai besar. Pelaku umunya adalah bank-bank besar, pialang-pialang atau lembaga keuangan lainnya yang pada bursa semua transaksi tersebut mempertemukan transaksi pembeli dan penjual.
 
Contoh trading online illegal adalah Binomo, sebuah platform trading online yang menyediakan beberapa aset seperti uang asing (forex), saham, emas, dan perak. Situs trading binary option ini diluncurkan pada tahun 2014.
 Pengguna situs ini sangatlah banyak, tersebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Tapi siapa sangka jika situs ini adalah situs yang ilegal dan tidak resmi. Sehingga apabila terjadi kerugian pada investor Badan Pengawas Perdangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tidak bisa bertanggung jawab atau memberikan fasilitas nasabah untuk melakukan mediasi. Satgas Waspada Investasi (SWI) juga  menghimbau kepada masyarakat supaya lebih waspada terhadap penawaran-penawaran yang diberikan binary option dan broker ilegal yang tidak terdaftar di Bappebti.
Investasi yang dilakukan setiap orang memiliki tujuan yang berbeda, tapi pada dasarnya invertasi dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang telah diinvestasikan. Setiap orang ingin memiliki kehidupan yang sejahtera, maka dari itu mereka merelakan keinginannya pada saat ini dan berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan dan agar supaya mereka bisa mensejahterakan diri mereka sendiri. Tetapi pada saat ini, banyak terdapat investor yang mengalami kerugian saat berinvestasi. Kerugian yang dialami biasanya terjadi karena wanprestasi yang dilakukan oleh pialang atau wakil pialang itu sendiri. Pada praktiknya pialang melakukan tindakan curang (Unfair Trading) yang dalam transaksinya tidak dilakukan sebagaimana seharusnya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang di gunakan didalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya Pendekatan konsep (konseptual approach), Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan Pendekatan Kasus. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dan jika di lihat dari bentuknya penelitian ini juga termasuk dalam penelitian preskriptif. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan sekunder. Sumber bahan adalah tempat di mana sumber penelitian ini didapat. Sumber bahan dalam penelitian ini adalah sumber bahan sekunder, yaitu tempat di mana diperoleh bahan sekunder digunakan dalam penelitian ini, meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier. untuk mengumpulkan bahan sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginvestigasi dan mempelajari perlindungan hukum trader atas trading  online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa from dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan bahan sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam bahan yang diperoleh selama kejadian dilakukan. Bahan yang telah kita peroleh setelah melewati mekanisme pengolahan bahan, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya bahan yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggung jawabkan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian terdapat dua rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini, yakni yang pertama; Apa perlindungan hukum trader online di Indonesia?, dan yang kedua; Apa kriteria hukum trading online yang diakui di Indonesia?.

Perlindungan hukum suatu perlindungan atau tempat berlindung yang diberikan melalui sarana hukum.
 Merujuk kedalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Perdagangan berjangka komoditi ditentukan definisi dari yang dimaksud peserta dalam Sistem perdagangan alternative yakni “Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, atas amanat Nasabah dalam Sistem Perdagangan Alternatif.” Kemudian berkaitan dengan pihak yang disebutkan dalam UU Perdagangan berjangka komoditi secara eksplisit dijelaskan melalui Pasal 1 angka 13 yaitu “orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, badan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan, dan/atau perusahaan yang terorganisasi.” Dalam melakukan trading online banyak  pelaku trading online mempunyai cara khusus agar  mendapatkan income atau keuntungan yang besar, mengingat perubahan pergerakan mata uang dalam pasar utama dunia. Hukum Perlindungan Konsumen yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi dasar hukum yang tepat dan penuh optimisme dalam melindungi hak-hak konsumen.

Perlindungan hukum terhadap trader dalam perdagangan berjangka khususnya dalam transaksi trading online dalam upaya perlindungan hukum terhadap kepentingan trader diatur dalam peraturan Perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun peraturan Bappebti yang mengatur tentang bursa berjangka. Perjanjian kerjasama investasi kontrak berjangka antara trader dengan perusahaan pialang berjangka jika apabila dikemudian hari terjadi suatu wanprestasi atau pelanggaran maka dapat dilakukan cara penyelesaian dengan mediasi atau alternatif tertentu yang dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Tujuan dasar negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Perlindungan hukum sangatlah penting karena menyangkut banyak pihak (kepentingan pemodal dan masyarakat) maka daripad itu perlu adanya pengawasan dari Otoritas Publik, yaitu BAPEPAM. Lembaga ini yang akan menjadi garda terdepan dalam penegakan prinsip-prinsip UU Pasar Modal. Sementara itu, implementasi kewenangan Bapepam sebagai lembaga pengawas dapat dilakukan secara mandiri.

1. Preventif, yaitu berupa aturan, pedoman, pembinaan dan pengawasan; 

2. Represif, yaitu berupa pemeriksaan, penyidikan sanksi.
Perlindungan secara umum yang diberikan BAPPEBTI, nasabah yang mengalami kerugian juga mendapatkan perlindungan secara khusus yang diatur dalam BAB VI Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi mengenai dana kompensasi. Menurut Pasal 46 ayat (1), dana kompensasi merupakan dana yang digunakan oleh Bursa Berjangka untuk membayar ganti rugi kepada nasabah yang bukan anggota Bursa Berjangka yang timbul akibat cidera janji (wanprestasi) atau kesalahan dari Pialang Berjangka. Penipuan menurut Pasal 1328 KUHPerdata dengan tegas menyatakan, penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh suatu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak harus dipersangkakan melainkan harus dibuktikan.

Trading online termasuk kedalam perdagangan berjangka komoditi.
 Menelaah dalam ketentuan hukum positif Indonesia, payung hukum penyelenggaraan perdagangan berjangka komiditi adalah UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut UU PBK).
 Merujuk Pasal 1 angka 1 UU PBK ditentukan dengan yakni “Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.”

Kemudian terhadap pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh lembaga pemerintah yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut BAPPEBTI) sesuai Pasal 1 angka 3 UU Perdagangan berjangka komoditi.
 Menelaah dalam Pasal 2 Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 109/BAPPEBTI/PER /01/2014 tentang Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif (selanjutnya disebut Peraturan Kepala BAPPEBTI tentang Kontrak Derivatif Dalam SPA) ditentukan bahwa dalam Kontrak derivatif harus memenuhi persyarat yakni “ memiliki referensi harga yang terpercaya daripasar derivatif lain yang dapat diakses secara terus-menerus, paling sedikit diminati oleh 2 (dua) penyelenggara Sistem perdagangan alternative, memiliki spesifikasi dan standar, dan memiliki kemanfataan ekonomi sebagai sarana pengalihan risiko.“ Selanjutnya melalui Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepala BAPPEBTI No.95/BAPPEBTI/ PER/06/2012 tentang Sistem Perdagangan Alternatif ditentukan bahwa pelaksanaan dalam trading online pada Sistem perdagangan alternative diselenggarakan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlindungan hukum trader atas trading  online di Indonesia diatur pada ketentuan pasal 45 s/d Pasal 48  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi perlindungan hukum bagi trader yang mengalami kerugian dalam trading online terdapat dalam Pasal 45 s/d Pasal 48 mengenai dana kompensasi. Menurut ketentuan tersebut, trader yang mengalami kerugian akibat cidera janji (wanprestasi) atau kesalahan yang dilakukan oleh pialang berjangka, dapat menuntut ganti rugi kepada Bursa Berjangka. Namun tuntutan ganti rugi tersebut dapat dibayarkan apabila seorang nasabah tersebut telah melakukan penagihan dan tetapi tidak berhasil.
Pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997, pemerintah juga membentuk badan pengawas yang kini dikenal dengan Bappebti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.  Bappebti memiliki kewenangan seperti, melakukan pemeriksaan perizinan, memerintahkan pemeriksaan, dan penyidikan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran atau wanprestasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997. Di Indonesia terdapat fatwa mengenai trading yang disepakati oleh Dewan MUI. Hal ini berrdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasuonal No. 28/DNS-MUI/III/2002 mengenai Transaksi Jual Beli Valas.

Setelah ditetapkan sebagai emiten syariah, perusahaan tentunya masih didalam pengawasan dari OJK. Pihak OJK juga secara berkala akan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala. 

Kriteria Trading Saham Syariah Menurut Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.04/2017  yang menyebutkan bahwa: 

1. Tidak Menyimpang dari Aturan Syariah

2. Rasio Hutang Berbeban Bunga

3. Pendapatan Bunga Tidak Lebih dari 10%

4. Evaluasi Secara Berkala oleh OJK

Trading online secara umum diperbolehkan apabila sesuai dengan syarat-syarat trading online, sebelum melakukan trading online investor diharuskan untuk mebuka rekening saham di broker atau pialang dengan mendatangi perusahaan sekuritas agar nantinya dapat melakukan transaksi jual beli saham, bisa juga dilakukan secara online melalui akses internet. Sekuritas yang ada di Indonesia memiliki syarat untuk membuka rekening efek. Berikut syarat untuk membuka rekening efek pada Mandiri Sekuritas : 

1. Formulir pembukaan rekening efek 

2. Formulir Mandiri Tabungan Investor 

3. Fotokopi KTP atau Passport 

4. Fotokopi NPWP 

5. Fotokopi cover buku tabungan 

6. Kartu nama 

Jika semua syarat telah selesai dan terpenuhi,  investor dapat menyerahkan formulir pembukaan rekening beserta kelengkapan tersebut dengan beberapa alternatif yang dapat dipilih, yaitu :

a. datang langsung ke kantor cabang dan melakukan pembukaan rekening 

b. apabila tidak terdapat kantor cabang di kota domisili, maka formulir pembukaan dapat dikirimkan untuk kemudian dilakukan tatap muka (face to face) melalui video call atau video conferance seperti line atau skype.
 

Jika investor telah terdaftar di suatu perusahaan sekuritas maka investor secara langsung bisa melakukan aktivitas transaksi jual beli saham secara online melalui aplikasi yang telah ditentukan. Pembelian saham minimal pada aplikasi adalah 1 lot atau 100 lembar.
 
KESIMPULAN

Perlindungan hukum trader atas trading  online di Indonesia diatur pada ketentuan Pasal 45 s/d Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Kriteria hukum trading online yang diakui di Indonesia terdapat pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.04/2017.
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